BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

SITUBONDO NO: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit.

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama

Situbondo Tentang Pengangkatan Anak (No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit.).
Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memang membawa
perubahan besar dalam kewenangan absolut badan peradilan agama. Dalam
penjelasan terhadap Pasal 49 tersebut, khususnya mengenai huruf (a) tentang
perkawinan antara lain No. 20. yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan
penctapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.' Dalam perkara No:
0152/Pdt.P/2011/PA.Sit mengenai pengangkatan anak /stilhag yang penulis
teliti, majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo mengadili dan
memutus perkara dengan mengabulkan permohonan pengangkatan anak
sekaligus menetapkan anak angkat tersebut sebagai anak /st//hag/dinasabkan
kepada orang tua angkatnya sebagai identitas diri anak. Menurut peneliti
penjelasan Pasal 49 huruf (a) tentang perkawinan No. 20. menunjukkan
bahwa perkara No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit telah sesuai dengan kewenangan

absolut badan peradilan agama.

29.

! Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,(Jakarta: Pressindo,2009),
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Majelis hakim mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 yang menyatakan:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”?

Dengan pertimbangan bahwa permohonan pengangkatan anak
tersebut di lakukan oleh Pemohon untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kelangsungan pendidikan serta agama anak dimasa depan apabila

dibandingkan bila anak tersebut di asuh oleh orang tua kandungnya sendiri

Majelis hakim juga memperhatikan sisi kemaslahatan anak dari segi
jasmani maupun rohani, yang mencakup pendidikan, kesehatan, perhatian
dan belaian kasih sayang orang tua dalam masa pertumbuhannya, yang
sangat mempengaruhi kehidupan di masa depannya kelak.

Dari pertimbangan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa
dalam memutuskan perkara mengenai pengangkatan anak, majelis hakim
pengadilan agama Situbondo telah tepat dan sesuai dengan apa yang telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 37 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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“Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak

dapat menjamin tumbuhkembang anaknya secara wajar, baik fisik,

mental, spiritual, maupun sosial.™

Maielis hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan
memperhatikan kondisi anak yang belum dewasa, yaitu baru berusia 40 hari
atau masih dalam keadaan bayi, sangat membutuhkan perhatian yang lebih
dari orang tua terutama kasih sayang seorang ibu dalam keschariannya untuk
menjaga, merawat dan memantau pertumbuhan anak secara intensif baik

secara finansial maupun spiritual.

Terlebih lagi karena anak tersebut lahir dari seorang ibu yang tidak
dapat diketahui identitasnya, seorang Tunawisma yang lupa ingatan/gila
sechingga dapat menghalangi tugasnya dalam mengasuh/merawat anak dan
bisa menimbulkan pengaruh buruk pada perkembangan kehidupan fisik dan

mental anak.

Maijelis hakim juga memperhatikan kesungguhan dan kesanggupan
Para Pemohon akan mampu memelihara dan merawat anak tersebut, karena
dari segi ekonomi mereka berdua sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat anak tersebut baik dari
segi jasmani maupun rohani, yang mencakup pendidikan, kesehatan,

perhatian dan belaian kasih sayang orang tua dalam masa pertumbuhannya,

3 Ibid
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serta identitas diri anak yang sangat mempengaruhi kehidupan di masa

depannya kelak.

. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama
Situbondo Tentang Istilhag (No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit.).

Dalam menctapkan permohonan pengangkatan anak dalam perkara
No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit dan supaya anak tersebut dapat dinasabkan
kepada Pemohon, Majelis hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat
bahwa oleh karena anak terperkara lahir dari scorang ibu yang tidak dapat
diketahui identitasnya, seorang Tunawisma yang lupa ingatan serta tidak
diketahui siapa ayahnya, maka Majelis berpendapat bahwa kcberadaan ibu
yang mclahirkan tcrsebut bagi anak yang dilahirkannya sama dengan tidak
ada.

Jika melihat uraian dalam bab sebelumnya, Keadaan anak tersebut
tidak dapat dikarcgorikan sebagai anak temuan atau al-/agith, berdasarkan
pada definisi al-lagith adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya,
orang tuanya dan kerabatnya yang dibuang keluarganya karena mereka takut
akan kcmiskinan, atau karena lari dari tuduhan.

Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut
dibuang disebabkan dua hal. Pertama, karena takut tidak sanggup

mendidiknya dan menafkahinya, kedua, karena takut adanya tuduhan yang
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menyangkut harga diri. Fugaha’ sepakat bahwa anak yang tidak diketahui
keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori a/-Laqith,
sedangkan Hanabilah dan Syafifyah menambahkan batasan umur, yaitu dari
saat kelahirannya sampai masa tamyiz.*

Surat Ketcrangan Kelahiran membuktikan bahwa seorang anak
perempuan tersebut lahir di sebuah rumah sakit dari seorang ibu seorang
Tunawisma, meskipun tidak diketahui identitasnya karena sakit ingatan/gila
dan tidak diketahui siapa ayahnya serta tidak ada orang yang mengaku
sebagai keluarganya. Wanita tersebut dihamili oleh seseorang yang tidak
diketahui pula identitas dan asal-usulnya, melahirkan di Rumah Sakit Daerah
dr. Abdoer Rahem Situbondo yang salah satu tenaga medisnya (bidan) adalah
pemohon II, Siti Nur Rahmatillah, Amd,Keb.’

Oleh karena anak tersebut diketahui ada ibu kandung yang
melahirkannya, meskipun tidak diketahui identitasnya karena sakit
ingatan/gila, dan anak tersebut diambil bukan ditemukan oleh pemohon II
untuk dijadikan anak angkat, maka keadaan anak tersebut secara hukum
tidak dapat disebut sebagai waladatul lagith atau anak temuan.

Apabila scorang anak telah diangkat menjadi anak angkat, selain

melahirkan adanya hukum hadhanah, tarbiyyah, dan nafkah, dalam ketentuan

190.

4 Andi Syamsu Alam dan M.fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam,

5 Moh. Yasya’, Wawancara, Situbondo, 17 Mei 2012.
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Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa orang tua angkat
berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan anak angkatnya,
demikian sebaliknya anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari
harta warisan orang tua angkatnya. Jumlah wasiat wajibah itu maksimal 1/3
(sepertiga) dari harta warisan.’

Sclanjutnya Majelis menyatakan bahwa waladatul laqith sama dengan

waladat ul Istilhag merujuk pendapat dari beberapa ulama’ antara lain:

Musthafa Ahmad Zarqa’ dalam kitabnya ” A/-Madkhal al-fighy al-’am” Jilid

II, halaman 175 yang berbunyi:
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Artinya: “Pengertian jahalatun nasab adalah seseorang yang tidak diketahui
nasabnya menurut syari’at, baik di tempat dimana ia berada dan di
tempat lain. Dalam keadaan demikan siapapun dibenarkan
mengklaim nasab/mengakuinya scbagai anak. Dihubungkanlah
nasab orang yang diklaim kepada pibhak yang mengklaim jika yang
diklaim membenarkan. Kecuali jika sangat tidak logis/tidak
mungkin, seperti keduanya seusia atau malah yang diklaim lebih tua

dari yang mengklaim”.’

Sayid Sabiq dalam kitabnya "Figh al-Sunnak’ Jilid 111, hal. 660 yang

berbunyi:

® Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 65.
7 Salinan Penetapan Nomor : 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit, 7.
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Artinya: “Menurut undang-undang yang berlaku di Mesir, jika orang yang
hampir meninggal dunia mengakui hubungan nasab dengan
seseorang, maka pihak yang diakui berhak menerima warisan,
selama tidak diketahui nasab pihak yang diakui, dan pihak yang
ikrar tidak mencabut/merubah ikrarnya. Syarat berlakunya
ketentuan tersebut adalah jika pihak yang diakui masih hidup
sewaktu meninggalnya pihak yang mengakui atau saat
meninggalnya secara hukum. Dan tidak terjadi halangan mewaris
pada diri yang diakui”.*

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis hakim
berpendapat bahwa waladatul lagith sama dengan waladatul Istilhaq dengan
segala akibat hukumnya seperti hubungan nasab dan kewarisan dengan orang
yang mengakuinya.

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, peneliti
berpendapat bahwa waladatul lagith itu berbeda dengan waladatul Istilhaq.
Memang keduanya sama-sama anak yang ditemukan karena berbagai sebab.
Tetapi kasus hukumnya berbeda.

Dalam masalah tersebut dijadikan anak /Istilhaq (dinasabkan) perlu

dicermati bahwa salah satu persyaratan anak yang menjadi objek /stilhaq

8 Ibid, 8.
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oleh diri sendiri (menyatakan bahwa anak ini adalah anaknya), anak tersebut

harus berstatus tidak diketahui nasabnya (majhul al-nasab)
08 o A of Ly 2 3 DT Ol B i o SR 0 SO
Gy 06 Al B s Ol e LB

Artinya: "Anak yang diaku itu majhul al-nasab (nasabnya tidak jelas) atau

tidak tahu nasabnya, Akan tetapi jika punya nasab yang jelas dari
selain orang yang mengaku maka pengakuan orang terscbut batal”. °

terkandung pengertian bahwa antara anak itu dengan orang yang
mengakuinya tidak diketahui ada tidaknya hubungan nasab, schingga terbuka
peluang untuk menetapkan adanya hubungan darah atau hubungan nasab
diantara keduanya.

Selain itu menurut penulis untuk menentukan sebuah nasab//grar bi
al-nasabl Istilhag, terlebih dahulu memperhatikan adanya sabab-sebab
terjadinya nasab.

Sebab terjadinya nasab scorang anak dari ibunya adalah dengan
kelahiran, baik secara syariy maupun tidak. Sedangkan sebab-sebab
penentuan nasab anak dari ayahnya bisa terjadi karena tiga sebab yaitu:

1. Melalui perkawinan yang sah,
2. Melalui perkawinan yang fasid, dan
3. Wathi' syubhat (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa

sengaja).'”

? Ibid
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Tkrar nasab/Istilhag menjadi batal atau tidak sah, apabila anak yang
diaku jelas-jelas anak zina, karena perzinaan tidak akan menyebabkan adanya
hubungan pertalian nasab."’

Dari sebab-scbab penentuan nasab diatas tidak ada salah satupun
yang menjadi sebab seseorang dapat dinasabkan dalam kasus pengangkatan
anak ini, kecuali anak tersebut hanya mendaptkan status nasab dari ibu yang
melahirkannya. oleh karena anak tersebut lahir dari hubungan diluar nikah
(zina) maka ia hanya dapat dinasabkan kepada ibu kandungnya saja, tidak
ada nasab bagi ayah yang menghamilinya, apalagi dengan orang yang tidak
ada hubungan sama sckali (para pemohon ).

Antara anak terperkara dengan pemohon I dan pemohon II jclas tidak
memiliki hubungan apapun yang dapat menjadi sebab nasab dari anak
terperkara. Pemohon II sebagai scorang ibu angkat, tidak pernah merasa telah
melahirkan anak terperkara, begitu pula Pemohon I sebagai scorang ayah
angkat, tidak pernah merasa telah mempunyai seorang anak (anak terperkara)
dari pernikahannya yang sah dengan pemohon II kecuali anak kandung
mereka yang telah meninggal dunia.

Jika telah diketahui bahwa antara anak tersebut (anak terperkara)
dengan orang mengakuinya (para pemohon) jelas-jelas tidak ada hubungan

nasab, maka berarti diketahui dengan pasti bahwa anak tersebut adalah anak

10 \Wahbah Al-Zuhayly, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, 690.
" Ibid
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orang lain, maka menurut peneliti, hukum /stilhag atau menasabkan tidak
dapat dilaksanakan, meskipun diantara orang yang mengakui sebagai orang
tua (Para Pemohon) dengan anak yang di akuinya (anak terperkara)
mempunyai usia yang wajar untuk menjadi orangtua dan anak.

Sclanjutnya majelis mengambil pendapat Al-Qurthubiy dalam

tafsimya " A/-Jami’ li-Ahkam al- Qur "an” Jilid XIIII hal. 119 yang berbunyi:
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Artinya: “Al-Quran memerintahkan agar seseorang dipanggil sesuai dengan
nama bapaknya. Jika bapaknya tidak dikenal maka ia dinasabkan
kepada walinya. Apabila walinya tidak ada, katakan kepadanya ”
hai saudaraku” artinya saudara seagama”.

Dari tafsir a/-Qurthubiy yang dijadikan dasar majelis hakim di atas

merupakan penjelasan dari surat a/-ahzab ayat 4-5,

<~uv.)u1,ua Qlwbr@;b a)wL.JrJuu ¢U1_u,i:.@i},awb\_¢ (255

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”
(al-Ahzab (33): 5)

Pcneliti berpendapat bahwa dalam kasus anak yang tidak diketahui
nasabnya, Ulama’ memberikn solusi bahwa nama panggilannya dapat

menggunakan nama ayah angkatnya, hanya sebagai nama pengenal/identitas,
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bukan dinasabkan kcpada walinya, karena ini hanya menjelaskan bagaimana
cara kita memanggil scorang anak dengan disesuaikan dengan bapak
kandungnya.

Menurut ahli tafsir turunnya al-Quran surat a/-Ahzab ayat 4-5 ini
justru menjadi peringatan ketika Rasulullah menjadikan Zaid bin Haritsah
sebagai anak angkat beliau sehingga lebih dikenal dengan mana Zaid bin
Muhammad. Kemudian turunlah ayat ini sabagai Naskh al-Sunnah bi Al-
Quran dan membatalkan hukum pengangkatan anak sekaligus menasabkan
anak angkat kepada orangtua angkatnya.'?

ketika seorang anak tidak diketahui dengan pasti siapa bapaknya,
maka ia berhak memakai nama walinya atau ayah angkat yang merawatnya
hanya sckedar sebagai nama pengenal/identitas, namun ini tidak lantas
menjadikan anak terscbut menjadi anak kandung dengan segala akibat
hukumnya. Artinya penamaannya kepada ayah angkatnya tidak mempunyai
akibat keperdataan seperti Waladatul Istilhaq. Jika Istilhag terhadap anak
temuan yang tidak diketahui nasabnya, mengakibatkan anak itu memperoleh
status setara dengan anak kandung, maka hal tersebut akan bertentangan
dengan maksud ayat al-Quran surat a/-ahzab ayat 4 yang menyatakan bahwa

anak angkat tidak sama dengan anak kandung.

> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshariy al Qurthubiy. A/Jami’ Ii Ahkam Al-
Quran, (1964, Jilid VII, juz 14) 78.
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Rt AL P A
Artinya: “...Dan Dia tidak menj adikan anak-anak angkatmu scbagai
anak kandungmu (sendiri)...”

Sclanjutnya majelis hakim menetapkan nasab anak terscbut
berdasarkan pasal 27 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak karena merupakan petunjuk identitas seseorang yang
harus dipenuhi

(1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam
akta kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari
orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan
orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta
kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang
yang mencmukannya.

Dalam pasal tersebut tidak terdapat kewajiban menjadi orang tua bagi
orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran scrta orang
yang mencmukan anak yang tidak diketahui keberadaannya orang tuanya.
namun hanya sekedar memberikan Keiciangan untuk dijadikan dasar
pembuatan surat kelahiran seorag anak.

Pengangkatan anak yang ada dalam Pengadilan Agama adalah
pengangkatan anak yang berbeda dengan Pengadilan Negeri, karena
pengadilan agama menyelesaikan proses pengangkatan anak berdasarkan

syariat agama islam, yaitu pengangkatan anak tanpa menasabkan kepada

orangtua angkatnya.



65

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak memberikan
status anak angkat setara dengan anak kandung. Dengan diberikannya status
anak angkat kepada anak terperkara tanpa memberikan status nasab
kepadanya, maka sudah cukup untuk mengangkat derajat dan martabat
seseorang dengan memberikan perlindungan, kehidupan yang layak, dan
masa dcpan yang lebih baik sesuai apa yang telah dinyatakan dalam al-
Quran;

P

L A, ;J‘ Srres

Artinya: ” Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan tagwa”

Menggunakan dan nama seseorang yang bukan orangtua atau anak
kandungnya adalah dilarang oleh agama, namun ketika ada secbuah keadaan
yang mendesak untuk menggunakannya (nama identitas) demi sebuah
kemaslahatan dalam kehidupannya nanti, maka diperbolehkan namun hanya
sekedar untuk menghilangkan kemudlaratannya tanpa menambahkan status
nasab dan hak keperdataan antara orangtua dan anak angkatnya sesuai

dengan ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan kaidah :

)G’ wro $o,

Artinya: ”Apa yang diperbolehkan karena keadaan d/arurat, maka harus

diukur dengan kadar kemudlaratannya”."?

> Moh. Adib Bisyri, Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah, (Surabaya:Menara Kudus, 1977), 63.



